BAB 11
PEMAKSAAN PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN

A. Terminologi Pemaksaan Perjodohan

1. Pengertian Pemaksaan Perjodohan
Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat
dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau
sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa
hendaknya seorang Muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik

agamanya, begitu pula sebaliknya.
Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Di zaman
Rasul saw pun pernah terjadi. Aisyah ra yang kala itu masih kanak-kanak
dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya dengan Rasulullah saw. Setelah
baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw.
Dalam sebuah hadits shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada
Rasul saw agar dinikahkan dengan seorang Muslimah. Akhirnya, ia pun
dinikahkan dengan dengan mahar hafalan al-Quran. Dalam konteks ini,
Rasul saw yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan
dari sahabat laki-laki. Meskipun didasarkan pada permintaan, perintah
pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasul saw. Tentu saja dengan

persetujuan dari mempelai perempuan.

Ringkasnya, perjodohan hanyalah salah satu cara untuk
menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya. Tapi hendaknya

meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang
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diselenggarakan, didasarkan pada keridhaan masing-masing pihak, bukan
keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun di atas dasar keterpaksaan, jika
terus berlanjut, akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Di beberapa daerah, antara pernikahan paksa dan perjodohan paksa
memiliki konotasi yang berbeda. Perjodohan identik dengan status dimana
antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan
yang saling terkait namun belum dalam ikatan perkawinan, istilahnya
adalah pertunangan. Pertunangan tersebut adalah hubungan atau status
pengikat yang nantinya akan dibawa kepintu pernikahan, atau bisa jadi
batal dikarenakan statusnya rusak yang disebabkan oleh berbagai motiv.
Dalam status hubungan ini juga bisa terjadi pemaksaan yang dilakukan
oleh beberapa oknum agar laki-laki dan perempuan menjalani status
hubungan pertunangan ini. Sedangkan pernikahan paksa adalah
sebagaimana memaksakan seseorang untuk menikah, dan atau menikahi
seseorang, bahkan tanpa adanya proses perjodohan terlebih dahulu.3

Perjodohan yang dilakukan orang tua untuk anak, hanyalah salah
satu jalan untuk menikahkan anaknya itu dengan seseorang yang dianggap
tepat menurut mereka. Padahal tepat menurut orang tua belum tentu tepat
menurut sang anak. Orang tua boleh-boleh saja menjodohkan anaknya
dengan orang lain, tapi hendaknya tetap meminta izin dan persetujuan dari
anaknya, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas

keridhoan masing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Karena pernikahan

34 Sarjono Sutomo, Pernikahan Dalam Adat; Telaah Pernikahan adat Madura, (Surabaya: Enja
Wacana, 1990), 40.
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yang dibangun di atas dasar keterpaksaan adalah haram hukumnya, dan
jika terus berlanjut, hanya akan mengganggu keharmonisan dalam
berumah tangga anaknya kelak.

Pada konteks global ada beberapa aspek yang sama antara
pemaksaan pernikahan dengan perjodohan, yaitu pilihan yang dicarikan
atau diberikan orang tua atau kerabat. Pilihan ini berasusmsikan pada
pandangan bahwa anaknya kelak akan bahagia jika di jodohkan dengan
orang tersebut disebabkan orang tersebut memiliki kelebihan dibanding
dirinya, seperti harta, kekuasaan, kehormatan dan lain sebagainya. Oleh
karenanya seorang anak dipaksa untuk dijodohkan dan akhirnya menikah
dengan seseorang tersebut karena impian tersebut.

Sedangkan pernikahan paksa, ada beberapa aspek yang
mangharuskan seseorang dipaksa menikah diantaranya karena kecelakaan
(insiden) artinya mereka yang terpaksa nikah karena terlanjur melakukan
hubungan intim lebih dulu yang akhirnya berbuntut kehamilan diluar
nikah dan nikah paksa murni atas kehendak orang tua tanpa melibatkan
persetujuan anak terlebih dahulu dalam hal ini anak tidak bisa ikut andil
memilih dan menentukan dengan siapa seorang anak akan menikah, serta
masih banyak faktor lain yang melatarinya.

Seperti halnya perceraian dalam pernikahan, perjodohan juga
memiliki kondisi terputusnya hubungan atau rusaknya hubungan kedua
pihak yang dijodohkan, namun tidak seperti perceraian yang berimplikasi

pada hukum agama dan negara, hubungan pasca perjodohan yang rusak
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tersebut tidak ada aspek halal, haram atau makruh, tidak juga sah atau
tidak sah menurut hukum positif, hanya saja memiliki dampak psikologis
yang negatif, seperti malu, atau tekanan yang berlebih dari orang tua dan
kerabat yang menjodohkannya.
2. Pemaksaan Perjodohan; Tinjauan Hukum Islam

Pemaksaan dalam bahasa arab adalah Ijbar. Kata ijbar berawal dari
kata ajbara-yujbiru ijbaaran. Kata ini memiliki arti yang sama dengan
akraha, argha- ma, dan alzama gahran wa gasran. Artinya pemaksaan
atau mengharuskan dengan cara memaksa dan keras. Mengenai kawin
paksa (ijbar), sebenarnya sudah menjadi polemik klasik dalam khazanah
Islam. Para ahli figh berbeda menyikapinya. Sebut saja, Syafi’i, Malik,
Ahmad, Ishaq dan Abi Laila.

Mereka menetapkan hak ijbar berdasarkan sebuah hadis Nabi
Muhammad saw :

A O3 ool s LS s PR ARE Y e Tl s AT AKE Y

5136:5 i), "E&LE: 06 ¢ 133 (el

“Janda, tidak boleh dinikahi sampai diminta persetujuannya.
Anak gadis tidak boleh dinikahi sampai diminta izinnya”. Para Sahabat
bertanya, “Bagaimana izinnya?” Jawab Rasul, “Anak gadis itu dengan
diamnya”. (HR. Bukhari-Muslim).®

Kelompok ini memandang yang harus dimintai izin adalah janda,

bukan gadis. Sebab hadis ini membedakan antara janda dan gadis.

% Imam Muslim, Shahih Muslim, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.) Juz.9, 191.
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Berdasarkan sebuah hadis riwayat Muslim, janda lebih berhak terhadap
dirinya sendiri ketimbang walinya (ahaqqu binafsihna min waliyyiha).
Dengan demikian, ia harus dimintai persetujuan. Ada- pun pernikahan
yang dipaksakan terhadap dirinya hukumnya batal. Sebaliknya untuk
gadis, justru walinya yang lebih berhak. Sehingga wali tidak harus
meminta persetujuan untuk menikahkan si gadis.*

Imam Syafi’i menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan
perintah wajib (amru ikhtiyarin la fardlin). Sebab dalam hadis ini janda
dan gadis dibedakan. Sehinga pernikahan gadis yang dipaksakan tanpa
izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat menikahkan tanpa
izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan janda.
Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis.
Janda harus menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara,
seorang gadis cukup dengan diam saja.*’

Namun, Syafi’i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi
seorang wali atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap
putrinya itu. Karenanya, Syafi’i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah
semata. Walau dalam perkembangan selanjutnya, Ashab (sahabat- sahabat)
Syafi’i memodifikasi konsep ini dengan mem- berikan hak ijbar juga pada
kakek.®

Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli

pada kebahagiaan anak gadisnya. Sebab sang gadis belum berpengalaman

36 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-1slami wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, (Beirut: 1989) Juz 7, 209.
87 Muhammad Idris al-Syafi’l, al-Um, Dar al-Kutub al-IImiyah, (Beirut Libanon, tt. Juz 3) 18.
38 |bid., 20.
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hidup berumah tangga, disamping biasanya ia pun malu untuk mencari
pasangan sendiri, para ulama mencoba memberi sarana bagi ayah untuk
membantu buah hatinya itu.

Oleh karenanya, kalangan Syafi’iyah membuat rambu- rambu
berlapis bagi kebolehan hak ijbar. Antara lain, pertama, harus tidak ada
kebencian yang nyata antara anak dan ayah. Ijbar harus dilakukan dengan
dasar kasih sayang. Kedua, ayah harus menikahkan si gadis dengan lelaki
yang serasi (kufu’). Ketiga, calon suami harus mampu  memberi
maskawin sepantasnya (mahar mitsil). Keempat, harus tidak ada
kebencian lahir batin antara calon istri dengan calon suami. Kelima, si
gadis tidak dikhawatirkan menikah dengan orang yang akan
membuatnya sengsara setelah berumah tangga, seperti, menikah dengan
orang tua, orang buta, dan lainnya.>®

Melihat syarat-syarat ini, sesungguhnya penerapan hak ijbar tidak
bisa dilakukan serampangan. Kalau pun memang konsisten dengan
ketentuan figh, bisa dipastikan hampir tidak ada pemaksaan bagi
perempuan untuk menikah baik itu janda maupun gadis. Untuk janda, jelas
semua ulama sepakat akan kemerdekaannya untuk menentukan pasangan
hidup. Sedang untuk gadis, meskipun kalangan Syafi’iyah dan ulama lain
sepakat, tapi tetap memberikan hak ijbar bagi ayah, namun syarat-syarat

yang dipatok mengesankan tidak ada unsur pemaksaan. Sebab semua

%9 Syamsudin Muhammad Ahmad al-Khatib, al-Iqna’, (Mesir: Mushtofa al-Babi, 1359, juz 2), 128.
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syarat yang diajukan mengacu bagi kemaslahatan semua pihak yang
terlibat dalam pernikahan itu, terutama si gadis.

Di sisi lain, kelompok ulama seperti, Auza’i, Tsauri, Abu Tsaur dan
kalangan Hanafiyah lebih memilih tidak mengakui hak ijbar. Mereka
menggunakan pijakan argumentasi hadis yang juga digunakan
kelompok pembela ijbar. Menurut mereka, lafadz tusta’dzanu
mengandung arti bahwa izin adalah merupakan keharusan (amrun
dlaruriyun) dari anak gadis yang hendak dinikahkan. Oleh sebab itu,
pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan si gadis, hukumnya tidak sah.°

Dari kalangan muta’akhirin, ulama yang berpendapat senada
adalah Yusuf al-Qardlawi dan Dr. Ahmad al- Rabashi. Keduanya
mengatakan, bahwa si gadislah yang nanti akan menghadapi pernikahan,
sehingga kerelaan- nya harus betul-betul diperhitungkan. Kesimpulan ini
didukung oleh sebuah hadis:

“Seorang gadis datang mengadu kepada Nabi saw., “Sesungguhnya

ayahku menikahkanku dengan sepupuku agar harga dirinya

terangkat”. Lalu Nabi menyerahkan persoalan ini kepada si gadis.

Kemudian kata gadis itu,“Aku (sebenarnya) menyetujui apa yang

ayahku lakukan. Tetapi, yang penting dari pengaduanku ini,

aku ingin agar para perempuan tahu bahwa para ayah tidak berhak
memaksakan kehendaknya”.** (HR. lbnu Majah)

Pandangan ini senada dengan argumen Hanafi yang tidak
menyertakan wali sebagai syarat dalam pernikahan. Yang menjadi patokan

utama dalam pernikahan adalah kerelaan kedua belah pihak (calon suami

dan calon istri), bukan pada wali. Tidak hanya itu, kalangan ulama Hanafi

40 Wahbah Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Dar al-Fikr, (Beirut: 1989), 250.
1 Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt., Juz 1) 602.
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dalam konsep ijbar-nya tidak didasarkan pada status janda ataupun gadis
akan tetapi pada tingkat kedewasaan perempuan. Kalangan Hanafi
mengatakan bahwa baik itu janda ataupun gadis apabila mereka sudah
dewasa maka dia bisa menikahkan dirinya sendiri, sementara apabila
mereka masih anak-anak maka walilah yang berhak menikahkannya.

Alasan ini berawal dari hadis nabi yang mengatakan: “Tusta 'maru
al-yatimatu fi nafsina wala tunkahu al-yatimatu illa  biidzniha”
(Kerelaan seorang anak perempuan yatim dibutuhan terkait urusan-
urusan yang menyangkut dirinya, dan perempuan itu juga tidak boleh
dinikahkan kecuali atas izinnya).

Oleh karena itu, seorang ayah berada dalam posisi sebagai wali
yang tidak berhak untuk memerintahkan, dalam pengertian ‘memaksa’
seorang anak gadis menikah dengan pasangan tertentu.Pendapat senada
dikemukakan oleh Imam Ibnu Taimiyah. Menurutnya, gadis yang sudah
dewasa (baligh) tidak boleh dipaksa oleh siapapun untuk menikah. Hal ini
berdasarkan hadis sahih:

A 300 06 6 Bl s PR AR G e titd s a9 A& Y

5136: ). "CRLE: 6 ¢ 18 ks

“Anak gadis tidak boleh dinikahkan sebelum diminta izinnya.
Begitu pula seorang janda, hingga ia diminta kerelaannya. Lalu
dikatakan  kepada  Rasul, “Sesungguhnya anak gadis malu untuk
mengatakannya?” Rasul menjawab, ‘“diamnya berarti rela untuk

menikah”.( HR. Bukhori).
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Dalam redaksi lain, Nabi saw. Berkata: “Ayahnyalah yang harus
meminta izin kepada anaknya”. Alasan lain menurut Ibnu Taimiyah
adalah, seorang ayah tidak berhak untuk membelanjakan (tasharruf) harta
anaknya yang sudah dewasa tanpa seizinnya. Sedangkan urusan kemaluan-
nya (budl’) lebih utama ketimbang hartanya sendiri. Bagaimana
mungkin seorang ayah berhak seenaknya membuat keputusan terkait
dengan kemaluan anaknya itu tanpa kerelaan dan izin sang anak?

Lain halnya dengan pandangan Imam Syafi’i dan Maliki yang
menyertakan wali sebagai salah satu syarat dalam akad nikah. Baik Syafi’i
ataupun Maliki sama-sama menekankan aspek kegadisan (al-bikarah)
terkait boleh atau tidaknya seorang perempuan menikahkan dirinya
sendiri. Menurut Imam Syafi’i, baik itu gadis yang sudah dewasa ataupun
masih anak-anak mereka tidak memiliki izin untuk menikahkan dirinya.
Demikian sebaliknya, seorang janda, sudah dewasa ataupun masih
tergolong anak-anak, tetap memiliki izin untuk menikahkan dirinya.
Pendapat Imam Maliki sekalipun ada kesamaan alasan hukum (‘illat)
dengan Syafi’i, tapi Maliki berpan- dangan lain tentang janda yang belum
dewasa, menurut- nya janda tersebut masih bergantung pada izin walinya,
dia tidak memiliki wewenang untuk menikahkan dirinya. Polemik figh ini,
bermuara pada perbedaan penafsiran hadis-hadis Nabi yang mengatakan
bahwa “ats- tsayabu ahaqqu binafsiha min waliyyiha” (janda lebih berhak

daripada walinya).
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Dari keumuman arti lafaz janda (ats-tsayabu) ini, tidak memandang
baik itu janda yang sudah dewasa ataupun belum, dalam pernikahan
mereka lebih berhak menentukan pilihannya sendiri ketimbang walinya.

Dalam hadis lain Nabi juga bersabda: “la tunkahu al-ayyimu hatta
tusta 'maru, wala tunkahu al-bikru hatta tusta’dzanu” artinya, perempuan
janda tidak boleh dinikahkan hingga ia berkenan terhadap pernikahan itu,
begitupun seorang gadis tidak boleh dinikahkan sebelum ia diminta
izinnya. Hadis inilah yang dijadikan alasan oleh kalangan Syafi’i
khususnya dan imam-imam yang lain, di mana mereka melihat adanya izin
sebagai tanda kerelaan dari mempelai perempuan, baik gadis dan
terlebih lagi janda, merupakan faktor yang sangat prinsip. Dalam hal ini,
Imam Syafi’i mengungkapkan sebuah kaidah, “kullu tsuyubah tarfa’u al-
ijbar” (setiap janda menghapus paksaan/ijbar).

Sebuah hadis berbunyi:

G (b leas s Ul G Tilede 2 (o 3 Laill i cie il G
(4743 1 Ja) Ax s aliy adle 0 Mol 03, ST G0 Caa S5

“Dari  Khansa’  binti  Khidam  al-Anshariyah.  Ayahnya
menikahkannya, di mana dirinya adalah seorang janda. la pun enggan
terhadap  pernikahan itu, Khansa’ lalu mengadukannya kepada
Rasulullah saw. Rasul lalu menolak (membatalkan) pernikahannya
itu”. (HR. Bukhari, no. 4743).

Memberikan persetujuan sebagai syarat adanya kesepakatan

pernikahan di dalam islam hanya akan dilaksanakan berdasarkan
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persetujuan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Rasulullah Saw berasabda :
Gl o el (3T L8 06 ol 5 alle ) Gl ) 605 & e ol (e
(e o15) L3 AL 153 5 55 28015

“Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya dan kepada

gadis perawan dimintai persetujuannya dan tanda persetujuannya

adalah diam. (HR. Muslim).”**?

Seorang gadis mendatangi Nabi Saw dan memberitahukan bahwa
ayahnya telah menikahkannya dengan anak pamannya, padahal ia tidak
menyukainya, karena itu nabi saw menyarankan masalah ini kepadanaya,
ia pun bersabda : “Sebenarnya saya mengajarkan kepada kaum perempuan
bahwa seorang ayah tidak boleh memaksakan kehendaknya dalam hal
ini.”*

Asas persetujuan dalam pernikahan yang diungkapkan oleh hukum
islam di Indonesia didasarkan pada hukum islam yang menyatakan bahwa
dalam suatu pernikahan terdapat pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu
pihak-pihak yang berhak akan perkawinan tersebut. Dalam asas
persetujuan pernikahan Islam terdapat hak beberapa pihak yaitu :

Yang dimaksud Hak Allah ialah dalam melaksanakan pernikahan
itu harus diindahkan ketentuan Allah, seperti adanya kesanggupan dari
orang-orang yang akan nikah dengan seseorang yang dilarang nikah

dengannya dan sebagainya. Apabila hak Allah ini tidak diindahkan maka

pernikahan menjadi batal.

2 1bnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, terj., juz 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 403.
43 Yusuf Qordhowi, Halal Haram dalam Islam, (Singapura: Himpunan Belia Islam, 1980), 241.
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Di samping itu ada hak-hak orang yang akan nikah dan hak wali.
Mengenai hak-hak orang yang akan nikah dan hak wali ini tersebut dalam
hadits :

Gy (331 YV 06 L 5 adle ) e dl Ol &1 il ol G
(elon 5 Ll o) 5 ) Leilala 1Y) 5 Ly a5 SR 5 G5 (e

“Dari Ibnu Abbas r.a. bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda :

“janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya, dan kepada

gadis (perawan dimintai persetujuannya, dan persetujuannya adalah

diam”. (HR. Bukhari dan Muslim).”*

Hadits di atas menerangkan bahwa orang-orang yang akan nikah
baik laki-laki ataupun perempuan mempunyai hak atas pernikahannya,
begitu pula walinya. Akan tetapi orang yang akan nikah lebih besar
haknya dibanding dengan hak walinya dalam pernikahannya itu. Wali
tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang tidak
disukai. Wali berkewajiban meminta pendapat anak perempuannya
mengenai laki-laki yang akan dijodohkan, apakah ia mau menerima laki-
laki itu atau menolaknya.*®

Seseorang tidak dapat dipaksa untuk melaksanakan haknya atau
tidak melaksanakan haknya selama tindakannya itu tidak bertentangan
dengan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan haknya. Hak ijbar
(memaksa) dalam Islam dimiliki oleh wali mujbir, namun bukan berarti

wali mujbir berhak menjodohkan anaknya tanpa memberikan persetujuan

kepada anaknya.

4 Muhammad Ibn Ismail As-sanani, Subul al-Salam, juz 11, kairo: Dar al Turas al arobi, 1980),
him.119.

4 Ghazali Mukri, terj. Panduan Fikih Perempuan, karya Yusuf Al Qardhawi, Yogyakarta: Salma
Pustaka, 2004, him. 126.
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Di dalam Islam, hak ijbar dimaknai sebagai bimbingan atau arahan
seorang wali kepada putrinya untuk menikah dengan pasangan yang
sesuai. Adanya keihlasan, kerelaan dan izin dari seorang anak gadis adalah
hal yang tidak bisa diabaikan, sebab seorang anaklah yang akan menjalani
kehidupan  rumah  tangga dan  waktunya rentang lama
(permanent/muabbad) dan bukan untuk waktu yang sementara (muagqat).

3. Perjodohan; Tinjauan Kebudayaan

Perjodohan dalam adat Madura lebih dikenal dengan “Perkawinan
keluarga”, dengan cara melakukan perkawinan dengan sesama keluarga
besar. Sistem keluarga besar telah menyebabkan tradisi yang turun
temurun, sehingga dominasi perkawinan dalam keluarga didominasi oleh
orang tua. Anak tidak memiliki power untuk menentukan dengan siapa
mereka akan menjalani perkawinan. Unsur-unsur perkawinan meliputi
benda, perilaku, norma dan makna. Benda-benda dalam perkawinan yaitu :
buah kelapa, pisang, bahan makanan (beras, gula, minyak tanah),
seperangkat alat sholat (mukena, al-Quran, sajadah), seperangkat pakaian
dan alat kecantikan.

Perilaku perkawinan dengan cara pihak laki-laki menghantarkan
barang kepada pihak perempuan, upacara penyerahan, permintaan dan
penerimaan, penentuan perkawinan, upacara akad nikah, resepsi
perkawinan, dan sungkeman, serta anjang sana kepada keluarga besar.

Pernikahan keluarga mengandung norma-norma sebagai berikut:*

46 Sarjono Sutomo, Pernikahan Dalam Adat; Telaah Pernikahan adat Madura, 56.
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a. Tidak boleh menerima tawaran orang lain kalau sudah diikat/dilamar,

b. Segala pemberian harus dipakai sendiri oleh calon penganten
perempuan

c. Menambah erat ikatan keluarga besar,

d. Membangun kekuatan/kekuasaan di masyarakat melalui ikatan
keluarga,

e. Menyambung ikatan keluarga.

Makna yang terkandung didalamnya, yaitu nilai tanggung jawab,
mempersatukan dua keluarga besar, silaturrahmi, menjalankan sunnah
rasul, memperbanyak keturunan, dan memperluas kekuasaan dan pengaruh
di masyarakatnya.

Simbol-simbol yang digunakan, memakai cincin lamaran sebagai
tanda bahwa terikat dengan seseorang dan tidak boleh menerima tawaran
orang lain. Simbol menghias penganten, kamar penganten ditempatkan
dikamar tengah, dengan indah menunjukkan bahwa ada sakralitas sebagai
raja dan ratu dalam resepsi tersebut.

Upacara akad nikah di masjid sebagai tempat ritual agama yang
tinggi kedudukannya karena mengadakan perjanjian suci kepada Allah dan
disaksikan oleh keluarga dan masyarakat. Setelah itu acara sungkeman
kepada orang tua sebagai cara penghormatan yang tulus dan hormat,
kemudia orang tua membawa keliling penganten ke hadapan para tamu

melambangkan mempercepat adabtasi, dan bermasyarakat.
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Ada nilai dehumanisasi yang bersistem kekerasan, apabila anak
atau penganten yang dijodohkan oleh orang tua tersebut belum tentu
mendapat persetujuan oleh anak. Apabila terjadi keretakan hubungan
dalam perjalanan hidupnya, maka akan terjadi segregasi sosial antara
keluarga, misalnya putusnya hubungan keluarga, dan berakhir dengan
permusuhan. Dalam intensitas yang tinggi, maka terjadi kekerasan seperti
budaya “carok” akibat harga dirinya dihina. Persoalan keretakan keluarga
akibat ketidakharmonisan hubungan mengancam hubungan keluarga
besar.*’

Mengambil ilustrasi dari perkawinan keluarga adat Madura dari,
unsur-unsur local culture berupa mata pencaharian dengan kepercayaan
bahwa pernikahan itu akan meningkatkan ekonomi keluarga. Ekonomi
orang yang berkeluarga akan semakin kokoh karena ada nilai tanggung
jawab. Pesta merupakan simbol untuk mengerti kekuatan keluarga, dan
ritual untuk membaca doa syukur dan dimensi sosial, bahwa pasangan
tersebut sudah ada yang punya.

Alat perlengkapan dalam keseluruhan penikahan merupakan
sesuatu yang harus dipenuhi, dan diyakini akan mengekalkan hubungan
pernikahan mereka. Seperti seperangkat alat sholat harus lengkap untuk
mengingatkan agar, taat beragama dan menjalankan ibadah solat. Didalam
pernikahan keluarga terdiri dari serangklaian orang yang terorganisasi

melalui ikatan perkawinan.

47 Ibid., 68.
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Dengan adanya pernikahan tersebut maka akan menambah jumlah
anggota keluarga baru yang terjalin dalam kekerabatan. Pernikahan
keluarga juga mengembangkan sistem bahasa Madura dan bahasa daerah
yang lain. Sistem pengetahuan yang ada didalam pernikahan keluarga
adalah saling kenal mengenal dan memahami karakter masing-masing
pasangan, dari perkawinan tersebut mempertemukan adat dan suku yang
berbeda sehingga memperoleh kehidupan yang baru.

B. Perceraian
1. Pengertian dan dasar hukum perceraian

Percerian berasal dari kata cerai, yang berarti pisah dan talak,
sedangkan kata talak sema dengan cerai, kata mentalak berarti
menceraikan.*® Sedangkan dalam ensiklopedi nasional indonesia
perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami istri yang di atur
menurut tata cara yang di lembagakan untuk mengatur hal itu.*® Dengan
pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau
menceraikan, istilah kata talak dan cerai ini pun dalam bahasa indonesia
sudah umum di pakai oleh masyarakat kita dengan arti yang sama.

2. Alasan-Alasan Perceraian
a. Alasan perceraian menurut hukum.
Para ulama menyepakati bahwa perceraian tanpa alasan haram

hukumnya. Tetapi walaupun begitu al-Qur’an tidak menentukan

48 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum, (Jakarta: BN Balai Pustaka), 200.
49 Team Penyusun ensiklopedi Nasional Indonesia, Jilid IV, Cipta Adi Pustaka, (Jakarta: 1997), 79
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secara jelas keharusan suami mengemukakan alasan-alasannya yang

dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai.

Adapun hal-hal yang dapat diajukan sebagai alasan perceraian,

terurai dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No 9 Tahun 1975, pelaksana

Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 19, KHI pasal 116 yaitu:

1)

2)

3)

Salah satu pihak tersebut zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan
lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Jika suami atau isteri itu
ternyata mempunyai kebiasaan yang sangat betentangan dengan
agama, maka hal itu boleh dijadikan alsan untuk melepaskan
ikatan perkawinan.

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya. Maksudnya jika suami atau
isteri itu pergi tanpa izin dan tanpa memberikan alasan serta tidak
memberi kabar selama kepergiannya itu, maka perceraian boleh
diajukan.

Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau
hukuman yang boleh berat setelah perkawinan berlangsung.
Maksudnya jika suami atau isteri itu dipenjara lima tahun atau
mendapat hukuman yang berat maka pihak yang ditinggalkan jika
merasa terbebani dan tidak kuat selama masa menjalani hukuman

tersebut, maka boleh mengajukan perceraian.



4)

5)

6)
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Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat
yang membahayakan pihak lain. Maksudnya antara suami dan
isteri sering melakukan kekerasan secara fisik sehingga
mengganggu ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga.
Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau
isteri. Maksudnya antara suami atau isteri mempunyai kelainan
dalam melakukan hubungan suami isteri atau memiliki penyakit
yang parah dan sulit disembuhkan sehingga kewajiban dalam
rumah tangga tidak berjalan.

Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
Maksud dari percekcokan ini adalah antara suami dan isteri sering
bertengkar dalam kesehariannnya yang dapat mengganggu
ketentraman rumah tangga.

Alasan-alasan di atas merupakan alternatif, pemohon atau

penggugat dapat memilih salah satu dari alasan-alasan tersebut yang

sesuai dengan faktanya saja. Dalam persidangan salah satu alasan saja

yang dapat dibuktikan oleh pemohon atau penggugat dan dapat

meyakinkan hakim, sudah cukup menjadi dasar bagi hakim untuk

mengabulkannnya.
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b. Alasan perceraian di dalam Masyarakat

Perceraian menjadi salah satu hal yang dianggap biasa di zaman
sekarang ini, ada banyak faktor yang melatarbelakangi sebuah
perceraian. Yang pada umumnya pihak pasangan yang bercerai lebih
sering menyebutnya dengan alasan “ketidakcocokan”. Padahal, semua
individu tentu terlahir memiliki sifat yang berbeda dengan individu
lain, kekurangan dan kelebihan pasangan seharusnya menjadi sebuah
pelajaran untuk menjadi manusia lebih dewasa, lebih baik dan
bijaksana, seiring bertambahnya usia perkawinan. Faktor penyebab
perceraian yang sering terjadi di masyarakat kita, menurut pendapat
dari para ahli, di antaranya:>°
1) Kurang komunikasi

Penyebab utama hancurnya suatu hubungan rumahtangga
disebabkan oleh buruknya jalinan komunikasi antar pasangan. Jika
hal ini terjadi maka akan mudah timbul salah paham antar
keduanya. Kesalahpahaman menjadi kunci utama terjadinya
pertengkaran yang bisa berakibat buruk dalam rumah tangga.
Masalah kurangnya komunikasi rentan terjadi pada kasus
perkawinan campur (dengan warga asing) , pernikahan beda
agama, pernikahan beda kultur.

2) Merasa diabaikan

%0 Hamid Mustakim, Psikologi Pernikahan, (Jakarta: Aora Talfiz, 2000) 201-205.
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Perhatian yang tidak didapatkan dari pasangan membuat
jurang pemisah semakin lebar, hal inilah yang ditengarai menjadi
salah satu faktor penting terhadap terjadinya kegagalan dalam
suatu hubungan. Oleh karena itu, jika tidak ingin bahtera rumah
tangga kita mengalami kehancuran, mulailah untuk saling
memberikan perhatian pada pasangan masing-masing. Walaupun
Anda berdua atau pasangan Anda atau Anda yang terlalu sibuk
dengan urusan pekerjaan/kantor, namun berusahalah tetap menjaga
romantisme dalam rumahtangga Anda dan pentingnya
kebersamaan keluarga.

Perkataan kasar (intimidasi)

Perkataan kasar / tabiat kasar saat berbicara yang sering
dilontarkan pasangan sering membuat merasa tidak dihargai oleh
pasangan, selain dua hal di atas, alasan ini menjadi penyebab
utama terjadinya kehancuran dalam rumah tangga. Apalagi jika
ditambah dengan ancaman / intimidasi dari pasangan. Jelas, cara
tersebut tidak dibenarkan dan malah menanamkan kebencian dalam
hati pasangan. Sebaiknya, hindari kemarahan yang meledak-ledak.
Lebih baik diam, saling berintropeksi dan memohon petunjukNya
saat Anda/pasangan benar-benar marah besar. Saat sudah tenang,
bicarakan semua permasalahan dengan baik dan tutur kata yang

lembut terhadap pasangan. Tentu pasangan akan menerima,
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5)

6)
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mendengar dan melaksanakan dengan senang hati apa yang
menjadi harapan Anda/pasangan.
Saling curiga ( saling tidak percaya)

Rasa saling curiga biasanya hadir ketika tidak adanya
jalinan komunikasi yang baik antar kedua pasangan, buruknya
komunikasi akan memicu berbagai permasalahan di masa yang
akan datang. Jika pasangan suami isteri sudah tidak saling
mempercayai, bagaimana rumahtangga akan berjalan mulus tanpa
keributan?

KDRT

Di Indonesia, kekerasan fisik (KDRT / kekerasan dalam
rumahtangga) merupakan hal yang paling sering dijadikan alasan
seseorang dalam mengajukan gugatan perceraian. Meskipun sudah
dilarang oleh negara, namun kekerasan fisik masih banyak terjadi.
Sebelum menyakiti pasangan kita, sebaiknya ingat kepada Tuhan
atas tanggungjawab yang seharusnya Kita jalani terhadap
pernikahan, tidak boleh saling menyakiti.

Masalah finansial

Masalah finansial keluarga dapat menjadi pemicu
terjadinya konflik dalam rumah tangga, meskipun jarang yang
menggunakan alasan ini saat ia mengajukan gugatan perceraian.

Namun, jika terjadi ketimpangan pendapatan ekonomi antara suami
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dan istri, misal pendapatan istri lebih besar, ini juga dapat memicu
terjadinya konflik yang berujung perceraian.
Orang ketiga (Tidak setia)

Perselingkuhan yang terjadi dalam perkawinan dapat
menghancurkan segalanya, tidak dapat dipungkiri bahwa point ini
menjadi hal yang paling sering menyebabkan terjadinya perceraian,
yaitu karena hadirnya orang ketiga. Sekali lagi, jika ingin
mempertahankan pernikahan Anda, jalani dengan penuh
tanggungjawab kepadaNya. Hal ini dapat menjadi pengendali nafsu
duniawi semata dan jangan sampai tega menyakiti pasangan resmi
kita beserta keluarga, yaitu anak.

Tidak lagi tertarik dengan pasangan

Perselingkuhan dapat terjadi saat seseorang mulai tidak
tertarik dengan pasangannya lagi. Rasa bosan sebenarnya
merupakan hal yang wajar, namun tidak sepantasnya menggunakan
alasan ini sebagai pembenar jika dia telah mengikat janji setia
dengan pasangannya. Agar pasangan selalu tertarik, Anda dan
pasangan harus menjaga komunikasi dengan baik, saling
memahami kekurangan pasangan, menjaga penampilan di depan
pasangan, dan selalu menjaga romantisme bersama pasangan.

Alasan-alasan tersebut diatas adalah alasan yang paling
sering dijadikan motif perceraian dari pada alasan-alasan hukum

yang telah disebutkan sebelumnya, sebab alasan-alasan tersebut
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dianggap sebagai alasan yang paling mudah ditemukan oleh
seseorang untuk melaksanakan perceraian.
3. Tinjauan Hukum Islam tentang Perceraian
a. Landasan Hukum Perceraian
Landasan hukum talak atau perceraian yaitu terdapat dalam

firman Allah SWT. dalam surat al-Bagarah ayat 229

g 8 -
|

2 P - _E fs - /& P P
: 2 4 N N A U,
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Ogedelall o GATHB Bl 5505 2az 05 agdis Sb b
“talak (vang dapat dirujuki) dua kali.setelah itu boleh rujuk lagi
dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang
baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang
telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya
khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum allah. Jika
kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat
menjalankan hukum-hukum allah, maka janganlah kamu
melarangnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum allah
mereka itulah orang-orang yang zalim. "'

Hadis nabi Muhammad Saw:

(e O e oStallsdale cpl g a5l sl ol ) Ol & 1) DAL [l

“suatu perbuatan halal yang paling di benci oleh allah adalah talak.” (HR. Abu
Dawud, Ibnu Majah, dan Al Hakim dari Ibnu Umar). 52

Adapun dasar-dasar perceraian yang berlaku di Indonesia yang
telah di bakukan dalam undang-undang perkawinan, PP. No. 9/1975,

dan undang-undang tentang peradilan agama.

51 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Grafindo, 1994), 55.
52 Al-Hafid lbnu Hajar as-Qollani, Bulughul Marom, (Semarang: Karya Toha Putra), 223.
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Menurut pasal 39 UU. No.l1 tahun 1974 tentang perkawinan
disebutkan bahwasanya:

1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
sidang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak
berhasil mendamaikan kedua belah pihak

2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwaantara
suami istriitu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam
perundang-undangan tersendiri

b. Rukun dan syarat perceraian
Terdapat beberapa rukun yang harus ada sertabeberapa syarat
yang harus di penuhi untuk dapat terjadinya perceraian, yaitu:

1) Suami yang sah akad niakah dengan istrinya, disamping itu suami
dalam keadaan:

a) Baligh,sebagai suatu perbuatan hukum, perceraian tidak sah di
lakukan oleh orang yang belum baligh

b) Berakal sehat, selai sudah baligh suami yang akan menceraikan
istrinya juga harus berakal sehat, maka dari itu orang gila
tidaklah sah untuk menjatuhkan talak kepada istrinya.

c) Atas kemauan sendiri, perceraian yang dilakukan karena
adanya paksaan dari orang lain bukan atas dasar atas kemauan

dan kesadarannya sendiri adalah perceraian yang tidak sah.>®

53 Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh Al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989) VI, 364.
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2) lstri, yang dimaksud oleh suaminya untuk ditalak adalah, istri yang
telah terikat perkawinan yang sah dengan suaminya. Kalau suami
mempunyai dua istri, maka istri yang kedua tidak terlibat dalam
perceraian tersebut. Oleh karena itu talak kepada istri, baru di
anggap apabila:

a) Istri masih dalam prlindungan suami, seperti di talak raj’i.
sedangkan istri yang di talak ba’in, berarti suami tidak ada hak
lagi untuk mentalak istrinya, karena tidak dalam kekuasaan
lagi.

b) Istri yang ditalak itu harus melalui akad nikahyang sah, oleh
karena itu kalau suami akad nikah dengan wanita dalam iddah,
wanita yang ber sudara, maka tidak sah talak kepada istrinya.

c) lIstri sedang hamil, tidak sah menjatuhkan talak kepada istri
yang sedang hamil.>*

3) Shigat perceraian, yang dimaksud dalam hal ini adalah lapaz yang
di ucapkan oleh suami atau wakilnya di waktu menjatuhkan cerai
kepada istrinya. Semua lafaz yang artinya memutuskan ikatan
perkawinan dapat dipakai untuk perceraian. Shigat perceraian ada
di ucapkan dengan menunjukkan makna yang jelas, disamping itu
ada pula sihgat yang di ucapkan dengan kata-kata sindiran, baik
sindiran itu dengan lisan, tulisan, isyarat( bagi suami yang tuna

wicara), ataupun dengan suruhan orang lain. Kesemuanya ini dapat

> M. Noor Matdawam, Pernikahan, Kawin Antar Agama, Keluarga Berencana, Ditinjau Dari
Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah RI, (Yogyakarta: Bina Karier, 1990), 64.
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di anggap sah kalau sadar atas kemauan sendiri. Sihgat cerai dalam

penjelasan tersebut dihukumi sah apabiala:®®

a) Ucapan suami itu di sertai dengan niat menjatuhkan cerai
dengan istrinya.

b) Suami harus menyatakan kepada hakim, bahwa maksud
ucapannya itu untuk menyatakan keinginan menjatuhkan cerai
kepada istrinya, apabila ternyata tujuan suami dengan
perkataannya itu, bukan untuk menyatakan keinginan
menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka shigat talak yang
demikian tidak sah dan cerainya tidak jatuh.

c) Faktor kesengajaan, artinya bahwa dengan ucapan talak itu
memang dimaksutkan oleh orang yang mengucapkannya untuk
talak dan bukan untuk maksud lain.

Bentuk-bentuk perceraian

Perceraian kalau di tinjau dari segi boleh tidaknya suami ruju’
kembali kepada istrinya setelah ditalak. Maka perceraian ini ada dua
bentuk, yaitu:

1) Talak raj’l, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya
sebagai talak satu atau talak dua. Tetapi apabila istrinya berstatus
masih dalam iddah talak raj’l, maka suami boleh rujuk kepada
istrinya tanpa akad nikah yang baru, tanpa persaksian baru dan

tanpa mahar baru pula. Apabila masa iddahnya sudah habis maka

5 Kamal Mukhtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974),

168.
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suami tidak boleh rujuk lagi kepada istrinya kecuali dengan akad
nikah dan mahar yang baru.

Talak raj’l hanya terjadi pada talak yang pertama yang
kedua selama masa iddah hubungan perkawinan suami istri masih
tetap berlangsung karena talak raj’l tidak menghapuskan akad
nikah, tidak menghilangkan hahak suami terhadap istrinya begitu
juga sebaliknya. Apabila salah satu dari mereka ada yang
meninggal dunia, maka mereka yang hidup berhak untuk
mendapatkan bagian waris dari yang meninggal.

2) Talak ba’in sugra, ialah talak batin yang menghilangkan
kepemilikan suami terhadap mantan istrinya baik dalam masa
iddah atau setelah habis masa iddahnya, kecuali dengan akad nikah
dan mahar yang baru. Talak ba’in ini dibagi menjadi menjadi dua
macam, yaitu:>®
a) Talak ba’in sugra, ialah talak ba’in yang menghilangkan

kepemilikan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak
menghilangkan kehalalan mantan suami untuk kawin kembali
dengan mantan istrinya, artinya mantan suaminya boleh
mengadakan akad nikah baru dengan mantan istrinya baik
dalam masa iddah maupun sesudah berakhirnya masa iddah.
Adapun yang termasuk dalam kategori ini diantaranya: a) talak

sebelum berkumpul, b) talak dengan tebusan atau sering

% Sayyid Sabig, Figih Sunnah, terj. Muh. Tholib, Jilid 8, (Bandung:al-Ma’arif, 1987), 65.
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disebut dengan khulu’ ,c) talak karena aib( cacat badan), d)
salah seorangdi penjara dan yang semacamnya.

Talak ba’in kubro, ialah talak ba’in yang menghilangkan
kepemilikan mentan suami terhadap mantan istri serta
menghilangkan kehalalan mantan suami terhadap mantan istri
untuk kawin kembali, kecuali mantan istri telah kawin dengan
laki-laki lain, telah berkumpul, telah bercerai, dan telah habis
masa iddahnya

Adapun bentuk-bentuk perceraian yang ditinjau dari segi siapa

yang berkehendak untuk melakukan perceraian ialah:

1) Talak, yaitu perceraian yang terjadi atas kegendak suami dengan

2)

3)

menggunakan kata-kata talak kepada istri.

Khulu’, yaitu perceraian yang terjadi atas kehendak istri dengan

membayar ‘iwad atau tebusan kapada suami.

Fasakh, vyaitu perceraian atas kehendak suami atau istri atau

pengadilan karena ada hal-hal yang dianggap berat, seperti suami

dan istri diketahui masih saudara kandung,atau salah satu pihak

murtad.

Ditinjau dari segi cara suami menyampaikan talak kepada

istrinya, dalam hal ini talak ada beberapa bentuk, yaitu:

1) Talak dengan ucapan, yaitu talak yang disampaikan oleh suaminyai

dengan ucapan lisan di hadapan istrinya, dan istrinya

mendengarkan secara langsung ucapan suaminya itu.
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2) Talak dengan tulisan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami
secara tetulis lalu disampaikan kepada istrinya dan istri memahami
isi dan maksudnya. Menurut Sayyid Sabiq syarat sah talak secara
tartulis, bahwa tulisan harus tegas, jelas dan nyata ditunjukkan oleh
suami terhadap isti secara khusus.

3) Talak dengan isyarat, yaitu talak yang dilakukan oleh suami yang
tuna wicara dalam bentuk isyarat, sebab isyarat baginyasama
dengan bicara yang dapat menjatuhkan talak, sepanjang isyarat itu
jelas dan meyakinkan, para fugaha mensyaratkan bahwa isyarat itu
sah bagi tuna wicara.

4) Talak dengan utusan, yaitu talak yang disampaikan oleh suami
kepada istrinya mellalui perantara orang lain sebagai utusan.
Dalam hal ini utusan berdudukan sebagai wakil suami yang
menjatuhkan talak suami dan melaksanakan talak itu.

Sedangkan di pengadilan Agama perceraian dibagi menjadi
dua bentuk, yaitu:>’

1) Cerai talak, yaitu perceraian atas kehendak suami.

2) Cerai gugat, yaitu perceraian atas kehendak isteri.

Undang-undang membedakan antara perceraian atas kehendak
suami dan perceraian atas kehendak isteri. Hal ini karena karekteristik

hukum Islam dalam perceraian memang menghendaki demikian,

7 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet. Ke-3, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2000) 206-207.
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sehingga proses perceraian atas kehendak suami berbeda dengan
proses perceraian atas kehendak isteri.

Permohonan cerai telak, meskipun berbentuk permohonan
tetapi pada hakikatnya adalah kontensius, karena di dalamnya
mengandung unsur sengketa. Oleh sebab itu, harus diproses sebagai
perkara kontensius untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari
upaya dan keadilan.

Sedangkan dalam perkara cerai gugat, maka isteri tidak punya
hak untuk menceraikan suami. Dan oleh sebab itu harus mengajukan
gugatan untuk bercerai, dan hakim yang akan memutuskan perkawinan
dengan kekuasaannya.

4. Dampak Perceraian
a. Terhadap kedua pihak (suami istri)
1) Traumatik

Setiap perubahan akan mengakibatkan stres pada orang
yang mengalami perubahan tersebut. Sebuah keluarga melakukan
penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang terjadi,
seperti pindah rumah atau lahirnya seorang bayi dan kekacauan
kecil lainnya, namun keretakan yang terjadi pada keluarga dapat
menyebabkan luka-luka emosional yang mendalam dan butuh
waktu bertahun-tahun untuk penyembuhan (Tomlinson & Keasey,

1985).
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Hurlock (1996) dampak traumatik dari perceraian biasanya
lebih besar dari pada dampak kematian, karena sebelum dan
sesudah perceraian sudah timbul rasa sakit dan tekanan emosional,
serta mengakibatkan cela sosial.

Stres akibat perpisahan dan perceraian yang terjadi
menempatkan laki-laki maupun perempuan dalam risiko kesulitan
fisik maupun psikis. (Coombs & Guttman, dalam Santrock. 2002).
Laki-laki dan perempuan yang bercerai memiliki tingkat
kemungkinan yang lebih tinggi mengalami gangguan psikiatris,
masuk rumah sakit jiwa, depresi klinis, alkoholisme, dan masalah
psikosomatis, seperti gangguan tidur, dari pada orang dewasa yang
sudah menikah.

Hurlock (1996) dampak perceraian sangat berpengaruh
pada anak-anak. Pada umumnya anak yang orang tuanya bercerai
merasa sangat luka karena loyalitas yang harus dibagi dan mereka
sangat menderita kecemasan karena faktor ketidakpastian
mengakibatkan  terjadi  perceraian  dalam  keluarganya.
Ketidakpastian ini khususnya akan lebih serius apabila masalah
keselamatan dan pemeliharaan anak menjadi bahan rebutan
anatara ayah dan ibu, sehingga anak akan mondar mandir antara

rumah ayah dan ibu.



53

2) Perubahan Peran dan Status

Efek yang paling jelas dari perceraian akan mengubah
peranan dan status seseorang Yaitu dari istri menjadi janda dan
suami menjadi duda dan hidup sendiri, serta menyebabkan
pengujian ulang terhadap identitas mereka (Schell & Hall, 1994).
Baik pria mupun wanita yang bercerai merasa tidak menentu dan
kabur setelah terjadi perceraian. terutama bagi pihak wanita yang
sebelum bercerai identitasnya sangat tergantung pada suami.

Hal ini karena orang-orang yang bercerai seringkali
menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai kebebalan
personal. Mereka mencoba untuk mengintegrasikan kegagalan
perkawinan dengan definisi personal mereka tentang maskulinitas
ataupun feminitas, kemampuan mereka dalam mencintai
seseorang, dan aspirasi mereka untuk menjalankan peran sebagai
suami, istri, bapak, ibu dari pada anak-anak.

Setelah bercerai baik pria maupun wanita akan terhenti
dalam melakukan hubungan seksual secara rutin. Bagi pria
biasanya dapat menyelesaikn masalahnya dengan menjalin
hubungan seksual dengan wanita lain atau kumpul kebo.
Sedangkan janda yang mempunyai anak sering kesulitan dalam
menyelesaikan masalah seksualnya.

Menurut Campbell (dalam Schell & Hall, 1994) orang-

orang yang bercerai umumnya kurang merasa puas dengan
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kehidupan mereka dibandingkan dengan orang-orang yang
menikah, yang belum menikah, atau bahkan janda / duda yang
ditinggal mati. Perasaan tidak puas ini dapat disebabkan oleh
beberapa faktor. Salah satu diantaranya, orang-orang yang bercerai
seringkali menilai kegagalan perkawinan mereka sebagai
kegagalan personal.

Sulitnya Penyesuaian Diri

Kehilangan pasangan karena kematian maupun perceraian
menimbulkan masalah bagi pasangan itu sendiri. Hal ini lebih
menyulitkan khususnya bagi wanita. Wanita yang diceraikan oleh
suaminya akan mengalami kesepian yang mendalam. Bagi wanita
yang bercerai, masalah sosial lebih sulit diatasi dibandingkan bagi
pria yang bercerai. Karena wanita yang diceraikan cenderung
dikucilkan dari kegiatan sosial, dan yang labih buruk lagi
seringkali ditinggalkan oleh teman-teman lamanya. Namun jika
pria yang diceraikan atau menduda akan mengalami kekacauan
pola hidup (Hurlock,1996)

Beberapa individu, tidak pernah dapat menyesuaikan diri
dengan perceraian. Individu itu bereaksi terhadap perceraiannya
dengan mengalami depresi yang sangat dan kesedihan yang
mendalam, bahkan dalam beberapa kasus, sampai pada taraf
bunuh diri. Bagaimanapun, tidak semua pasangan yang bercerai

mengakhirinya dengan permusuhan. Beberapa diantaranya masih
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tetap berteman dan memelihara hubungan dengan lain pihak
melalui minat yang sama terhadap anak-anaknya.

Hozman dan Froiland (dalam Hurlock, 1996) menjelaskan
tentang kesulitan dan kerumitan penyesuaian diri setelah terjadi
perceraian. Mereka membagi 5 tahap penyesuaian setelah
terjadinya penyesuaian yaitu:

a) Menyangkal bahwa ada perceraian,

b) Timbul kemarahan dimana masing-masing individu tidak ingin
saling terlibat,

c) Dengan alasan pertimbangan anak mereka berusaha untuk
tidak bercerai,

d) Mereka mengalami depresi mental ketika mereka tahu akibat
menyeluruh dari perceraian terhadap kelurga,

Dan akhirnya mereka setuju untuk bercerai. Dampak
perceraian khususnya sangat berpengaruh pada anak-anak.
Kenyataan ini yang sering kali terlupakan oleh pasangan yang
hendak bercerai (Papalia & Diane, 2001). Perceraian
menyebabkan problem penyesuaian bagi anak-anak. Situasi
perceraian ini, khususnya jika anak-anak memandang bahwa
kehidupan keluarganya selama ini sangat bahagia, dapat menjadi
situasi yang mengacaukan kognitifnya.

Masa ketika perceraian terjadi merupakan masa kritis buat

anak, terutama menyangkut hubungan dengan orangtua yang
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tinggal bersama. Pada masa ini anak harus mulai beradaptasi
dengan perubahan hidupnya yang baru. Proses adaptasi pada
umumnya membutuhkan waktu. Pada awalnya anak akan sulit

menerima kenyataan bahwa orang tuanya tidak bersama lagi.
Namun banyak wanita dan pria yang merasa beruntung
dengan adanya perceraian, dengan pengertian bahwa perceraian
tersebut memberikan kesempatan pada mereka untuk memulai
hidup yang baru (Hurlock, 1996). Hetherington dan kawan-kawan
(Hurlock, 1996), menjelaskan bahwa pasangan yang bercerai pada
umumnya berharap tekanan dan konflik batin berkurang dapat
menikmati kebebasan lebih besar dan akan menemukan
kebahagiaan diri sendiri. Studi tentang akibat perceraian pada
anggota keluarga membawa dampak yang sangat besar, terutama
pada tahun pertama setelah perceraian kemudian bertahap akan
terjadi penyesuaian terhadap berbagai masalah yang ada dalam

keluarga.
b. Dampak Perceraian pada Anak

Perceraian tak hanya berdampak pada pasangan suami istri
(pasutri), perceraian juga berdampak buruk pada si buah hati. Bukan
hanya hak asuh yang menjadi permasalahan, faktor psikologis anak
juga harus dipertimbangkan. Banyak masalah yang akan dihadapi

anak pascaperceraian.
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Perceraian dapat menimbulkan dampak serius karena adanya
perubahan kondisi finansial, tempat tinggal, dan hilangnya kontak
dengan orang tua kandung akan berpengaruh pada sumber daya
ekonomi dan sosial.

Menurut beberapa ahli bahwa permasalahan yang paling
penting adalah bahwa anak tidak lagi tinggal dengan kedua orang tua
kandungnya. Hal ini akan berpotensi menimbulkan banyak masalah
baru dalam kelanjutannya.

Biasanya anak paling tidak siap dengan perpisahan orang
tua. Malah banyak anak yang depresi gara-gara perceraian. Ujungnya,
anak menjadi terlalu emosional dan akan melakukan hal-hal untuk
menarik perhatian. Biasanya mereka mulai melakukan hal-hal buruk
seperti merokok, salah gaul, hingga kecanduan narkoba. Itu adalah
beberapa bentuk pelarian yang negatif. Dalam kasus perceraian, anak
juga akan mengalami dilema antara memilih ibu atau ayahnya. Bisa
saja saat mereka bersama ayah, yang terpikir justru kebersamaan
tersebut akan menyakiti perasaan ibunya. Atau mungkin timbul
pertanyaan bagaimana jika mereka hanya menyayangi salah satu
orang tuanya. Selain itu ada beberapa hal yang merupakan dampak
perceraian pada anak, yakni:

1) Tingkat kepercayaan seorang anak kepada orang tuanya akan
bergeser dan berubah. Ibarat piring yang sudah pecah, maka jiwa

seorang anak tak akan utuh seperti semula.
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Paradigma si anak terhadap esensi sebuah kebenaran yang hakiki
akan berubah. Dia akan apatis dan apriori terhadap khotbah dan
wejangan, dan menganggapnya sebagai kemunafikan orang
dewasa.

Tingkat konsentrasi seorang anak dalam segala hal termasuk
dalam hal belajar, akan kabur dan ngambang.

Rasa hormat seorang anak kepada orang tuanya yang sudah
dianggap panutan baginya akan luntur secara perlahan.

Rasa percaya diri si anak akan hilang, sedangkan sikap skeptis dan
ragu semakin besar.

Sebenarnya masih banyak efek perceraian pada anak seperti

Jiwanya kehilangan kendali, sehingga mudah terpengaruh oleh arus

zaman yang negatif seperti pergaulan bebas, budak narkoba, menjadi

pengikut aliran sesat, dsb. Semua pihak berkewajiban mengantisipasi

dampak perceraian pada anak dengan cara merangkul mereka dengan

siraman rohani yang menyejukkan.



